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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki peminat tinggi di bidang
olahraga sepak bola, tetapi seiring berjalannya waktu terkadang kesalahan
yang terjadi disaat pertandingan sering kita temui, seperti kontak fisik antar
pemain sehingga menimbulkan perbuatan tindak pidana.' Peraturan tindak
pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang
membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan

Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang hampir selalu
memungkinkan terjadi kontak fisik antar satu pemain dengan pemain lainnya.
Benturan-benturan baik yang secara sengaja terjadi maupun tidak sengaja
antar
tubuh pemain, yang menyebabkan cedera ringan maupun berat seringkali
terjadi. Bahkan tak jarang dari benturan-benturan tersebut mengenai bagian
vital sehingga mencederai organ dalam pemain tersebut yang dapat
menyebabkan kematian pemain.

Pertandingan sepak bola memang sudah memiliki Rules of The Game,
yang mengatur sejauh mana kontak fisik antar pemain boleh di lakukan dalam

suatu pertandingan sepak bola, sehingga para pemain dari kedua tim tidak

! Djohar Arifin Husin, Jas Merah Sepak bola Indonesia, Penerbit PT Tunas Bola, Jakarta,
2014, hlm. 39




bisa seenaknya berlaku kasar dan melakukan kekerasan baik sengaja maupun
tidak sengaja dalam sebuah pertandingan ak bola. Federation International
de Football Association (FIFA) sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia
telah ngatur semua komponen yang ada dalam sebuah pertandingan sepak
bola hingga hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pemain, wasit,
official tim, hingga suporter dalam FIFA Diciplinary Code Preliminary Title
articel 1.7

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk sepak
bola tertinggi di Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur segala
hal mengenai sepak bola dan penyelenggaraan pertandingan sepak bola resmi.
Kewajiban anggota PSSI dalam mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan
oleh PSSI juga disebutkan di dalam Kode Etik PSSI. Semua peraturan yang
terkait dengan tindakan seorang pemain sepak bola di lapangan sudah di
jabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam beberapa peraturan, namun
dalam perkembangannya perilaku keras menjurus kasar yang diperagakan
pemain sepak bola di Indonesia masih kerap kali terjadi. Kejadian kekerasan
baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari pemain itu sendiri masih
sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir maupun level profesional
di Indonesia.

Pemberlakuan hukum pidana menjadi menarik ketika dikaitkan dengan

bidang olahraga. Sebagaimana diketahui berbagai cabang olahraga memiliki

potensi untuk terjadinya kontak fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit atau

2 Ibid , hlm. 40




luka pada olahragawan. Bahkan tidak sedikit cabang olahraga yang menuntut
adanya kontak fisik yang mengarah pada tindakan kekerasan seperti olahraga
tinju, gulat, karate, dan sebagainya. Hukum pidana Indonesia sebenarnya
mengakui hak profesi olahragawan sebagai salah satu dasar penghapus pidana
yang tidak tertulis untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi
olahragawan yang melakukan tindak pidana dalam sebuah pertandingan
olahraga, dengan mengingat pada karakteristik cabang olahraga yang
dilakukan.

Dalam suatu pertandingan olahraga, apalagi yang merupakan jenis
olahraga bela diri, duel, atau perang tanding kerap membawa resiko terjadinya
luka, cacat fisik sampai pada kematian. Akan tetapi, hukum pidana melihat
bahwa hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan
ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih
dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan
tersebut) maka dapat diterima sebagai suatu yang bukan merupakan tindak
pidana.’ Jan Remmelink pun menilai terhadap cabang olahraga yang memang
mengharuskan dilakukannya kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenar
tidak tertulis karena itu merupakan haknya sebagai pengemban profesinya.
Remmelink menilai bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui
dilakukannya tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main

tetap diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan.*

* BEva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat
Pidana, lia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 53-54.

* Remmelink, Jan. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 267.




Tiap-tiap cabang olahraga pun telah memiliki organisasi tersendiri
yang mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan cabang olahraga dimaksud
termasuk ketika olahragawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang
berlaku dalam cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh, dalam olahraga
sepak bola, Federation Internationale de Football Association (FIFA)
memiliki FIFA Disciplinary Code untuk mengatur hal-hal teknis terkait
penyelenggaraan olahraga sepak bola, pengenaan sanksi disiplin kepada
pemain, pelatih, ofisial, dan pihak-pihak terkait jika mereka melakukan
pelanggaran terhadap peraturan tersebut, termasuk jika yang bersangkutan
melakukan tindakan kekerasan’ Dalam konteks cabang olahraga sepak bola di
Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga telah
menetapkan Peraturan Umum Pertandingan yang mengatur hal yang sama.

Telah diaturnya sanksi bagi olahragawan yang melakukan tindakan
kekerasan pada sebuah pertandingan olahraga dalam peraturan tiap-tiap
cabang olahraga menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi hukum pidana
di bidang olahraga, terutama bagi cabang olahraga yang tidak menuntut
dilakukannya kekerasan namun berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan
seperti sepak bola Respon yang muncul mengenai pemidanaan terhadap
pesepak bola yang melakukan tindakan penganiayaan di lapangan
menimbulkan 2 (dua) pandangan yang sangat berlawanan. Di satu sisi,

pemidanaan ini dianggap sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh

5 FIFA, FIFA Statutes 2010 edition, Article 2, http://www fifa.com/mm/document/
affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010%5fe pdf, diakses pada tanggal 20 Maret 2023




negara terhadap olahraga sepak bola® dan di sisi lain menilai bahwa
pemberlakuan hukum pidana harus dijalankan secara universal termasuk di
dalamnya tindak pidana yang terjadi di cabang olahraga sepak bola.
Persinggungan antara hukuman disiplin dan pidana dalam olahraga sepak bola
ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk penghukuman yang
tepat bagi pesepak bola yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam
sebuah pertandingan. Hal ini berlanjut pada pertanyaan mengenai penerapan
prinsip wltimum remedium® yang dimiliki oleh hukum pidana dan efektivitas
penjatuhan sanksi disiplin dalam olahraga sepak bola.

Pelaksanaan prinsip Lex Sportiva dalam permainan sepak bola
merupakan upaya untuk melahirkan regulasi positif upaya setiap pelaku
olahraga sepak bola, Lex Sportiva sebagai landasan filosofis sepak bola dalam
menerapkan hukum olahraga. pak bola tetap menjadi meeting point yang
mendapat perhatian oleh masyarakat. Sepak bola menjadi kultur di berbagai
negara dan mampu menyedot perhatian massa dan dapat menghadirkan
suguhan olahraga yang tidak hanya bernilai olahraga saja. Dalam sebuah
pertandingan olahraga, termasuk sepak bola memiliki otonomi dan
independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang

disebut sebagai Lex Sportiva atau otonomi hukum olahraga. Prinsip Lex

® Hinca, Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian
Senghketa Sepak bola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Umum di
Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus “Kedaulatan”
FIFA, Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2011, hlm 68-69

7 Kapolda Jateng, Hukum Sepak Bola Disesuaikan Aturan, http://bola.kompas.com/
read/2010/08/28/18323726/ Kapolda. Jateng: Hukum.Sepak.Bola.Disesuaikan.Aturan, diakses pada
tanggal 20 Maret 2023

§ Krismiyarsih, Pidana Sebagai @m«m Remedium Bagi Alternatif Penanganan Anak
Jalanan Selain Melalui Rumah Singgah, http:// jurnal.pdii lipi.go.id/admin/ jurnal/11032940 pdf,
diakses pada tanggal 20 Maret 2023




Sportiva ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Keolahragaan, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu
pertandingan atau law of the game yang disebut Lex Sportiva.

Lex Sportiva ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga
memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap
penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga Pada dasarnya,
terdapat dua kelompok sports law (hukum olahraga) yang memiliki cara
pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang
olahraga, yang terdiri dari (1) mestic Sports Law dan Global Sports Law:
dan (2) National Sports Law dan International Sports Law. Kategori pertama
yang kemudian disebut sebagai Lex Spor.'iva.nwsrfc Sports Law diartikan
sebagai norma hukum yang berlaku secara internal, yang dibuat dan ditaati
oleh badan olahraga nasional.

Sedangkan, Global Sports Law diartikan sebagai tatanan hukum
transnasional dan juga yurisprudensi yang dibuat dan diterapkan oleh federasi
olahraga internasional. Kategori kedua terdiri dari rimza{ Sports Law dan
International Sports Law. National Sports Law didefinisikan sebagai hukum
yang dibuat oleh badan parlemen nasional, pengadilan dan lembaga penegak
hukum yang secara langsung mempengaruhi peraturan atau tata kelola
olahraga atau yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa
olahraga. Sedangkan, International Sports Law diartikan sebagai prinsip-

prinsip umum atau universal hukum yang merupakan bagian dari hukum

kebiasaan internasional.




Tindak pidana kekerasan dalam dunia olahraga khususnya sepak bola
banyak terjadi seperti beberapa kasus diantaranya yang terjadi pada kasus
penganiayaan yang melibatkan pemain Pesis 10 Nova Zaenal dan pemain
Gresik United Bernard Mamadao dimana keduanya terlibat perkelahian
ditengah pertandingan akibatnya Mamadao mengalami beberapa luka memar
diwajahnya, seusai pertandingan keduanya langsung diamankan pihak
kepolisian, dimana perkelahian mereka dianggap telah melebihi batas dan
ditakutkan akan memicu kerusuhan, kedua pemain tersebut dikenakan pasal
351 KUHP dan keduanya dihukum enam) bulan penjara dengan 1 (satu)
tahun masa percobaan oleh Putusan No. 319/PID.B/2009/PN.SKA.

Selain kasus perkelahian ada juga kasus meninggalnya Akli Fairuz
Pemain Persiraja Banda Aceh Tanggal 10 Mei 2014 di gelar pertandingan
sepak bola Divisi Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan

tamunya PSAP Sigli di Stadion H. Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja

Banda Aceh yaitu Akli Fairuz dapat kesempatan untuk mencetak gol pada
menit ke 90 setelah tendangan pemain Persiraja lainnya dari luar kotak penalti
berhasil di tepis Kiper PSAP Agus Rohman. Akli berhasil menendang bola,
namun Agus tetap berlari dan melakukan tendangan brutal tepat di perut
bagian samping Akli. Setelah kejadian tersebut Akli yang mengalami
kesakitan pada malam harinya Akli dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin
Banda Aceh pada jam 11 malam oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama
8 hari, Akli akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei

2014. Menurut visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di

akibatkan oleh tendangan yang ia terima. Agus Rohman di dalam kasus ini




menerima hukuman berupa sanksi administratif skorsing bertanding selama 1
tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena melanggar
Kode Disiplin PSSI Pasal 61. Komdis menyebutkan bahwa Agus Rohman
melakukan perbuatan tidak terpuji dengan sengaja menendang Akli Fairuz.

Kasus yang lain adalah kasus lain yang justru mengakibatkan kematian
yaitu pada pertandingan Tornado FC melawan Wahana FC pada tanggal 13
Desember 2021 pada pertandingan Liga 3 2021-2022 Zona Riau dimana pada
pertandingan tersebut Taufik Ramsyah yang menjadi penjaga gawang Tornado
FC berbenturan dengan keras dengan pemain Wahana FC yang
mengakibatkan kematian sang penjaga gawang tersebut. Kasus tersebut hanya
melahirkan hukuman dari Komisi Disiplin PSSI tanpa melibatkan aspek
hukum pidana sama sekali padahal dampak yang diakibatkannya adalah
kematian.

Sepak bola memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi
maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Lex
Sportiva merupakan suatu asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga
memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dalam setiap
penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Akan tetapi, di Indonesia
tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan, dan berpotensiagaj
tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu
memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana
nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Pelaksanaan prinsip Lex Sportiva dalam sengketa sepak bola yang dapat

berpotensi tindak pidana khususnya kekerasan di dalam pertandingan olahraga




khususnya sepak bola tersebut menjadikan konflik hukum antara Lex Sportiva
dan Hukum Pidana Nasional. Kedudukan hukum statuta PSSI hingga saat ini
masih menjadi pro kontra di kalangan pakar hukum dan pegiat sepak bola di
Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dua pandangan yakni pertama
memandang bahwa statute PSSI merupakan Lex Sportiva yang mempunyai
imunitas terhadap hukum nasional, sedangkan pandangan kedua menganggap
statuta PSSI tidak dapat mengesampingkan hukum nasional yang berlaku
Indonesia.

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak bisa dihindari dari
terjadinya kontak fisik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tindak
kekerasan di sebuah pertandingan sepak bola. Cedera ringan hingga
meninggal dunia merupakan akibat dari tindak kekerasan terhadap lawan yang
sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus meninggalnya pemain sepak bola
contoh akibat dari tindak kekerasan yang terjadi di persepakbolaan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang
meneliti tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola yaitu:
1. Ridwan, Tesis berjudul: Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepak bola di Bima NTB,
Sekolah Tinggi llmu Hukum, Muhammadiyah Bima, Tahun 2019.
2. Salsabila Afnita, Tesis berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak bola Di Indonesia Dikaitkan

Dengan Asas Lex Sportiva, Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2020




]
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Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti tentang
Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola Berdasarkan Prinsip-
Prinsip Lex Sportiva.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik
mengungkapkannya dalam sebuah Tesis dengan judul: ANALISIS HUKUM
KEKERASAN DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN

PRINSIP-PRINSIP LEX SPORTIVA.

55
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis

mengidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai

berikut :

1. Bagaimana tindakan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan
kekerasan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan prinsip-prinsip
Lex Sportiva?

2. Bagaimana prinsip-prinsip Lex Sportiva dapat diaplikasikan ke dalam

pertandingan sepak bola?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Terkaji dan teranalisis tindakan hukum yang paling tepat dalam
menyelesaikan kekerasan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan
prinsip-prinsip Lex Sportiva.

2. Terkaji dan teranalisis prinsip-prinsip Lex Sportiva dapat diaplikasikan
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ke dalam pertandingan sepak bola.

Kegunaan Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana
(Kriminologi) dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama
mengenai Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Lex Sportiva.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi
Praktisi Hukum Pidana, Atlet, Pemain dan Praktisi Olahraga.
Kerangka Pemikiran
gonsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu
konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari
konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar:

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan

tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di
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lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai
fundamental dari pancasila.

Konsep Negara kum berdasarkan pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materil maupun yuridis formal.
Rumusan secara materil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang
(paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik
khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang
diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap
dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu
menegakkan demokrasi termaksuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan
social, dan bc:r[:ierikemanusiaan.9

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari
peraturan yang menetukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk
kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhahadap
pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori,
banyak doktrin yang dikemukan oleh para ahli terkait dengan pengertian
kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah
“Kebijakan” diambil dari istilah 'h’cy” (Inggris) dan "politiek” (Belanda),
sehingga “Kebijakan Hukum Pidana™ dapat pula di sebut dengan istilah
“Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal

FERN3

policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.'® Dalam bukunya

9 Padmo Wahjono. Pembangunan hukum di Indonesia. ind-hill co, Jakarta, 2015, hlm.

153-158)
0 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep
KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2018, hlm 26;
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Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan
bahwa nal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal
Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan
“Criminal Law”."!

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu
yang memiliki uan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif
dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya
kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang
menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau
pelaksana putusan pengadilan.”'?

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian
“Penal Policy” (hap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi
(kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/
administrasi) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan — peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan — badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan — peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

U Ibid, hlm. 23
2 Ibid, hlm. 26
3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 159;
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Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafrechtspolitiek atau
Penal
Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:'*

a. Seberapa jauh ketentuan — ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah
atau diperbaharui

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan
pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
”Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan
hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang
sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak
hukum g bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan
atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan
dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha
penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu
sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian
pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).”> Selain
bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari
usaha perlindungan masyarakat (secial welfare) serta gian integral dari
kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup

!4 Barda Nawawi Arief, Op. cit., him 27;
' Ibid, hlm. 29




15

perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy”
tekandung pula “social walfare policy” dan “social defence policy”.'® Secara
s, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan
dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan
dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.
Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap
konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:
a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum
pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum
pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang
dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat
dipidana g berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum
pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/
pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh
pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan
dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan
eksekusi.

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

Tahap aplikasif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum

pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

' Ibid., hlm. 29-30
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c. Kebijakan administratif/feksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum
pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana
oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.'’

Kekhasan olahraga adalah adanya seperangkat aturan yang disusun dan
dipatuhi oleh komunitas suatu cabang olahraga sampai tingkat internasional.
Karakter khusus tersebut menimbulkan isu hukum, hukum apa yang dapat
mengatur olahraga dan organisasi internasional olahraga tersebut ada banyak
perdebatan ahli akan hal tersebut, salah satunya dengan penggunaan konsep
Lex Sportiva."

Secara sederhana Lex Sportiva dapat dirimuskan sebagai hukum yang
khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas
olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakan oleh lembaga olahraga itu
sendiri tanpa intervensi dari hukum internasional. Dalam perdebatan
akademis Lex Sportiva dipahami sebagai salah satu tem hukum nasional
dan juga tidak berada dalam té:rn hukum nasional dan juga tidak berada
dalam sistem hukum internasional, tetapi masuk wilayah sistem
hukum transnasional. Namum bukan berarti antara hukum nasional, hukum
internasional dan hukum olahraga terpisah satu dengan yang lain, karena
ketiganya saling berintegrasi satu dengan yang lainnya, hukum olahraga

membutuhkan hukum nasional, hukum olahraga juga membutuhkan hukum

internasional.

!7 Barda Nawawi Arief, op.cit, him. ZB?‘J

'8 Slamet Riyanto, Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam
Prespektif Kedaulatan Negara, Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas
Islam As-Syafi’iyah, 2015, him.13.
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Sebagai contoh, dalam menjalankan suatu pertandingan, maka
hukum nasional masuk disana, seperti keamanan, imigrasi, kesehatan,
ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga hukum olahraga masih
menggunakan hukum internasional, asas kebebasan berkontrak, Pacta Sunt
Servanda dalam kontrak pemain dan asas hukum lainnya. Menurut Franck
Latty sebagaimana dikutip Hinca Panjaitan, selain F Rigaux yang
menggunakan ungkapan latin Lex dalam meniliti aspek hukum olahraga, Th,
Summerer juga telah melakukan studi dimana ia mengkualifikasikan
anggaran dasar organisasi-organisasi olahraga internasional sebagai Lex
Sportiva Internasionalis Sui Generis.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lex Sportiva adalah peraturan
vang dibuat induk organisasi olahraga internasional seperti FIFA, FIBA,
FINA, dan lain-lain. Bentuknya semacam AD/ART organisasi atau statuta
organisasi, dimana setiap anggota harus tunduk terhadap AD/ART atau
statutanya. Asas otonomi dalam olahraga ini misalnya dapat dilihat dalam
Pasal 13 Statuta FIFA tahun 2011, yang menyatakan bahwa jika ada
intervensi dari pihak ketiga, maka otomatis negara anggota akan di beri
sanksi tegas oleh FIFA.

Beberapa penulis menggunakan konsep Lex Sportiva dalam suatu cara
superfisial untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dengan globalisasi
hukum
olahraga. Menurut Foster, Lex Sportiva harus disamakan dengan Global
Sport Law. Secara garis besar dia memberikan pengertian pada Global Sport

Law sebagai suatu mantel penyelubung bagi diteruskannya pengaturan diri
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sendiri (self-regulation) oleh federasi-federasi olehraga internasional. Ini
merupakan suatu klaim non-intervensi baik oleh sistem hukum nasional,
maupun hokum internasional.

Foster mendefinisikan global sports law sebagai suatu order hokum
yvang mandiri bersifat transnasional yang diciptakan oleh institusi-institusi
global swasta (Private Global Institution) untuk mengatur olahraga
internasional. Adapun karakter-karakter utamanya adalah: Pertama, aturan
tersebut bersifat kontraktual yang kekuatan mengikatnya berasal dari
perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada otoritas dan yurisdiksi federasi-
federasi internasional. Kedua, ketentuan tersebut tidak tunduk pada dan
diatur oleh hukum nasional. Seperti yang dikutip Foster dari istilah Teubner,
yang menyebutnya sebagai suatu global law without state.

Ini merupakan aturan hukum mandiri terpisah dan mandiri secara
global. Secara implisit hal ini mengandung pengertian bahwa federasi-
federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan
pengadilan yurisdiksi hukum nasional. Mereka mengatur dirinya sendiri dan
oleh institusi-institusi internalnya sendiri atau oleh institusi-institusi
eksternal yang mereka ciptakan.

Dalam praktiknya, pengaturan oleh federasi-federasi tersebut dapat di
klasifikasikan ke dalam empat tipe. Yakni, Lex Ludica-The Rules of The
Game atau aturan main, The Ethical Principles of Sport atau prinsip-prinsip
etika olahraga, Lex Sportiva atau Global Sport Law-Hukum Olahraga
Global,dan International Sports Law atau hukum olahraga internasional.

Hukum olahraga internasional ini mencakup prinsip-prinsip umum dari
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hukum yang secara otomatis berlaku pada olahraga, seperti perlindungan
dasar (basic protection) untuk due process dan hak-hak atas peradilan yang
fair, dan hal-hal yang lain yang merepresentasikan adanya rule of law dalam
olahraga. Sedangkan hukum olahraga global mencakup prinsip-prinsip yang
ditetapkan dalam aturan federasi olahraga internasional sebagai suatu private
contractual order yang memiliki sifat pembedaan yang unik.

Kumpulan pemikiran tentang konsep-konsep tersebut melahirkan tiga
butir pemikiran dari beberapa pemikiran yang merupakan kesimpulan dari

konferensi [2th  International Congress On Sports Law yang
diselenggarakan di Ljubljana, tahun 2006 yang menyatakan: Pertama, ex
Sportiva merupakan suatu tatanan hukum berbentuk hukum yang diadopsi
oleh badan-badan olahraga nasional dan internasional dan merupakan suatu
isu penting bersifat fundamental bagi disiplin akademik bidang hukum
olahraga. Kedua, hukum yang terkandung dalam aturan- aturan Lex Sportiva
sama sekali non-nasional, yang bersifat langsung, aplikasinya diutamakan
dalam ketentuan-ketentuan hukum olahraga nasional dan merupakan hukum
utama (primary laws) dalam dunia olahraga. Ketiga, otonomi institusional
dari federasi-federasi olahraga internasional dan masalah pengkajian
legitimasi ketentuan-ketentuan Lex Sportiva dalam acuan rezim hukum dan
badan-badan yang melakukan kajian merupakan masalah-masalah kunci
dalam disiplin akademik hukum olahraga.

Dalam pelaksanaannya Lex Sportiva di Indonesia penyelenggaraan

olahraga di Indonesia dimulai dari lex ludica (the rule of the game) telah

menganut dan menaati aturan permainan yang telah dilaksanakan
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secara global diseluruh dunia dan ditetapkan oleh federasi olahraga itu
sendiri, seperti dalam sepak bola Indonesia ketentua-ketentuan tersebut telah
dilaksanakan seperti, ketentuan lebar dan panjang lapangan sepak bola
dengan panjang njrnal 100 meter dan maxsimal 110 meter, juga lebar
minimal 64 meter dan maksimal 75 meter, aturan jumlah pemain yang
berjumlah 11 dengan 1 orang sebagai penjaga gawang, durasi permainan
dalam pertandingan terdiri dari 2 babak yang dibagi menjadi 45 menit
perbabaknya dengan jeda antar babak 15 menit.'

FIFA atau Federation of Internaitionale Football Association
merepukan lembaga olahraga atau federasi tertinggi dalam sepak bola di
dunia, FIFA di dirikan di Perancis pada tanggal 21 Mei 1904 dan berkantor
pusat di Zurich, Swiss. FIFA mempunyai tugas untuk melindungi permainan
sepak bola dengan sangat serius. Lebih lanjut, tanggung jawab sosialnya
(FIFA) juga semakin penting, yang salah satu misinya adalah build a better
future. Tugas FIFA lainnya juga melayani orang-orang, juga sepak bola serta
komunitas sepak bola, yang bukan merupakan sebuah janji sederhana
melainkan juga kewajiban untuk melindungi integritas sepak bola, FIFA
juga miliki suatu instrumen dasar (Constituent Instrument) yang memuat
prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja.>

FIFA adalah organisasi internasional dalam arti yang luas. Organisasi
semacam ini meliputi juga organisasi ional dan organisasi sub-regional

serta organisasi yang bersifat universal (erganization of universal

character), yang memberikan kesamaan kedudukan diantara anggotanya,

' https://www thefa.com, diakses pada Tanggal 20 Maret 2023.
# www.wikipedia.org/wiki/sepak bola, diakses pada tanggal 20 Maret 2023




21

serta FIFA juga memiliki aturan-aturan yang dikemas dalam suatu pedoman
yang biasa disebut statuta serta aturan-aturan lainnya yang dikembangkan
dan diaplikasikan oleh mereka yang juga bisa disebut constitution dari FIFA
dan dunia sepak bola.

PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) Adalah organisasi
induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia,
PSSI berdiri pada 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga
Seluruh Indonesia, dengan ketua umum pertama Ir. Soeratin Sosrosoegondo.
PSSI juga merupakan anggota dari induk sepak bola tertinggi di dunia yaitu

FIFA, PSSI bergabung menjadi anggota FIFA pada tahun 1952, dan

bergabung dengan AFC asosiasi sepak bola tertimggi di asia pada 4,
setiap tahun PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia dan
bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan sepak bola dioncsia.

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009
tentang Kepemudaan mendefinisikan Pemuda sebagai warga negara
Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan
yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tak bisa dipungkiri memang di usia 16-30
tahun para pemuda memiliki energi yang sangat besar, semangat yang
menggelora.

Olahraga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh
PBB sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian. Oleh karena itu,

pemerintah Indonesia juga memandang penting pembangunan olahraga

karena olahraga diyakini merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam
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meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan
karakter bangsa (nation and character building).

Dengan demikian pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus
ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras
dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam bidang olahraga ke depan adalah
peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung
oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan
keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional
dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan
olahraga prestasi.

Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
mengakomodir perkembangan dan tuntutan terhadap peningkatan prestasi
olahraga Indonesia. Cabang-cabang olahraga yang sangat diminati oleh
masyarakat tetapi masih butuh waktu untuk didorong bisa masuk pada saat
Olimpiade yakni sepak bola.

Kekerasan dalam sepak bola sering terjadi. Menurut Pasal 262 @l (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  tentang KUHP yang
berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan terang-ter§fjpan atau di muka umum dan
dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau
barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama S tahun atau
pidana denda p§¥lg banyak kategori V yaitu Rp500 juta.

2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada Efjat (1) mengakibatkan
hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak
kategori IV yaitu Rp200 juta.
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Kesepakatan bisa dijadikan dasar hukum dalam olahraga menjadi
penghapusan pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan tindak pidana,
kesepakatan atau permufakatan malah justru jadi pemberat. Kesepakatan
didasarkan atas asas r servanda. Istilah pacta sunt servanda berasal dari
bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (agreements must be kept).
Norma yang terkandung dalam hukum positif rumusannya menjadi: setiap
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang dibuatnya.

Dalam olahraga tertentu, kekerasan tidak dianggap sebagai tindak
pidana, sebagaimana contoh olahraga tinju, tinju adalah olahraga yang begitu
destruktif karena bisa merusak organ tubuh atau fisik orang lain meskipun
telah ada batasan dalam aturannya untuk tidak melakukan ini dan itu dan
meskipun telah sama-sama sepakat untuk melakukannya. tenaga medis yang
selalu berusaha untuk menyehatkan orang lain, bahu-membahu untuk
memperbaiki apa yang rusak dari anggota tubuh kita. Namun pada sisi
sebaliknya, ada pihak lain yang membenarkan bahwa melakukan
pengrusakan secara sengaja terhadap badan orang lain juga masih
dibenarkan. Bahkan dilegalkan secara resmi dan menjadi sebuah cabang
olahraga.

(9]

Perasaan tidak puas terjadi saat kondisi lelah, ditambah dengan situasi
yang penuh dengan emosi, sangat mungkin menciptakan perkelahian. Meski

terjadi banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum atlet,

bukan berarti olahraga menjadi sumber kekerasan sehingga olahraga tidak
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boleh dilakukan. Setiap orang perlu belajar mengelola emosi mereka masing-

masing dan tidak menjadikan kekerasan sebagai cara mereka menyelesaikan

masalah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa

bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

3.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, *' yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji
data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Hukum
Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip Lex
Sportiva.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti sekaligus
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan
dengan Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Lex Sportiva.

Sumber Data dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

2l Anthon F. Susanto dan Jhon Ibrahim, Penelitian Hukum Transformatif, Setara Press,
Jakarta, 2015, hlm 37.
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a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang

terdiri atas:

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta
peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

¢) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil
penelitian.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini
masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya,
surat kabar ataupun yang lainnya.

b. Teknik pengumpulan data, dilakukan terhadap data sekunder untuk
mendapatkan landasan teoritis dan konsep-konsep, berupa pendapat-
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang
mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun

data melalui naskah resmi yang relevan dengan obyek penelitian.




26

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam
sebuah penelitian ini. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk
mendapatkan data. Secara umum metode pengumpulan data terbagi atas
observasi atau pengamatan, dan dokumentasi.>? knik pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif, umumnya bersifat fleksibel dan menggunakan
aneka kombinasi dari berbagai teknik untuk mendapatkan data yang valid
dengan peneliti sebagai instrument utamanya. Pengumpulan data dapat
dilakukan am berbagai setting, sumber dan berbagai cara. Dalam
penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang
alamiah (natural setting).

Dalam penelitian ini, mengunakan dua (2) jenis Teknik pengumpulan
data yaitu:
1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi adalah
pemuatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh panca
indra. Observasi juga dapat diartikan sebagai tode pengumpulan data
yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat
dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan

untuk mengukur tingkah laku maupun proses terjadinya kegiatan yang

22 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Teras, Yogyakarta, 2015, hlm. 83
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dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi
buatan. Tekhnik pelaksanaan observasi ini juga dapat dilaksanakan secara
langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang diselidiki
dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat
berlangsungnya peristiwa yang diselidiki.

Data yang telah diperoleh dari teknik observasi dikumpulkan, diolah
dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara
rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh
gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.”

Data yang diperoleh dari teknik observasi atau pengamatan, lah
dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan menyajikan data
secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga menghasilkan
gambaran atau penjelasan yang memadai mengenai Analisis Hukum
Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Lex Sportiva.
Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi secara langsung dengan
melihat langsung kondisi dilapangan dengan berinteraksi secara langsung
dengan informan atau narasumber.

. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

3 Ibid, him. 84
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seseorang.”* Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.
Dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup sketsa dan
lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat
berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif >

Hasil penelitian dari observasi akan lebih kredibel jika didukung oleh
dokumen-dokumen yang bersangkutan. Teknik dokumentasi dilakukan
ngan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang
memiliki nilai sejarah, dimana data yang ditelusuri berkaitan dengan tema
penelitian.
(9 |

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengunakan
ternik analisis data secara interaktif. Milis and Huberman mengemukakan
bahwasannya “aktivitas analisis data dalam penelitian alitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas”

aktivitas dalam menganalisis data yaitu data reduction, data display dan

. . . . 2
data conclusion drawing/verification.*®

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung,
2019, hlm. 213

2@ him. 240

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, 2019, hlm. 246
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Aktivitas analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a.

C.

Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu, datayang telah direduksikan akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.?’

Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus-
menerus selama penelitian berlangsung. Data dirangkum dan dipilih
yang sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis
schingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil
penelitian.

Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk wuraian singkat, bagan,
hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya ‘“dalam
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah difahami tersebut”. Data yang disajikan adalah data yang telah

direduksi sebelumnya dan telah teruji kebenarannya.

Penarikan kesimpulan

7 Ibid, hlm. 247
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Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan data
yang diperoleh dan disusun secara sistematik dari hasil nelitian.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
“Temuan dapat berupa deskripsiatau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM KEKERASAN DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA

BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP LEX SPORTIVA

A. Tindakan Hukum Yang Paling Tepat Dalam Menyelesaikan Kekerasan
Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip
Lex Sportiva

Selama pertandingan sepak bola ada pelanggaran yang menjurus
kekerasan dan mengakibatkan cedera mendapat hukuman dari wasit. Pada
banyak kasus pelanggaran, benturan, dan aksi kekerasan oleh pemain bola
menghasilkan keuntungan bagi team yang melakukan pelanggaran dan
kerugian untuk yang menjadi korban. Hanya satu dari tujuh pelanggaran yang
dihukum tendangan bebas, selebihnya tidak mendapat hukuman.

Tendangan bebas sendiri yang merupakan sanksi atau hukuman tidak
memadahi untuk kekerasan yang telah dilakukan. Keuntungan akibat
pelanggaran bagi team yang dilanggar lebih kecil dibanding keuntungannya
yaitu sebuah tendangan bebas. Hal seperti itu sudah melekat dalam permainan
dimana pelanggaran dan agresivitas bermain menjadi meningkat secara
menyeluruh untuk mencapai sukses atau kemenangan.

Identifikasi faktor penyebab kekerasan dalam pertandingan sepak bola
tidak mungkin berdiri sendiri, karena permainan olahraga ini merupakan
produk peradaban yang dibingkai oleh aturan-aturan. Suporter melempari

wasit dengan paraduga wasit dianggap merugikan team yang didukungnya,

59
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wasit dianggap salah mengambil keputusan dan tidak adil. Suporter
melakukan anarkisme karena perasaan terhina bila team kebanggaanya kalah,
atau bisa jadi dikarenakan suasana tidak sadar diri akibat minuman keras.
Pemain yang emosional dilapangan juga memancing penonton untuk
melakukan tindak kekerasan.

Berbagai kasus yang terjadi kerusuhan yang dilakukan penonton seputar
sepak bola sering disebabkan team yang didukungnya bermain jelek dan
mengalami kekalahan. Nilai etika, sportifitas, fairplay tampak belum melekat
pada komunitas sepak bola lndonesia.ila melihat dan menganalisa penyebab
terjadinya kekerasan dalam olahraga khususnya sepak bola patut merenung
bahwa olaharaga yang seharusnya mengajarkan pada masyarakat tentang nilai
sportifitas, per-sababatan, kerjasama, dan fair play tidak nampak disana.

Dalam Statuta PSSI pasal 68 ayat (2) tentang sanksi Disiplin, dijelaskan
secara garis besar sanksi yang akan diterima , antara lain :

a. Teguran

b. Pemecatan

c. Skorsing Pertandingan

d. Larangan berada di ruang ganti dan bangku cadangan

e. Larangan memasuki stadion

f. Larangan untuk mengikuti segala kegiatan terkait persepakbolaan

Semua peraturan yang terkait dengan tindakan seorang pemain sepak

bola di lapangan sudah di jabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam
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beberapa peraturan, namun dalam perkembangannya perilaku keras menjurus
kasar yang diperagakan pemain sepak bola di Indonesia masih kerap kali
terjadi. Kejadian kekerasan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari
pemain itu sendiri masih sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir
maupun level profesional di Indonesia. Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-
PSSI/I11/2008 tentang Kode Disiplin Pasal 61 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan
secara gamblang bahwa segala tindakan keras dan brutal dilarang, dan apabila
melanggar akan dikenai sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI (Komdis).

Statuta FIFA menyatakan apabila ditemukan adanya niat jahat pemain atau
pelaku olaraga maka disarankan untuk diserahkan kepada wilayah hukum
dimana wilayah pertandingan itu dilaksanakan. Sesuai Pasal 71 ayat (2)
Statuta FIFA ng berbunyi: PSSI mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk
menyelesaikan perselisihan internal seperti sengketa antara pihak-pihak yang
tergabung dalam PSSI. FIFA mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk
menyelesaikan perselisihan internasional, contohnya perselisihan diantara para
pihak yang tergabung dalam Asosiasi Sepak bola dan Konfederasi yang
berbeda.

Lex Sportiva  merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana
olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan
independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam
olahraga, termasuk sepak bola indonesia, tindak pidana penganiayaan

merupakan satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepak bola

Indonesia. Kasus tersebut menjadikan adanya dua ranah hukum yang sama-
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sama memiliki kompetensi untuk hukum positif sebuah negara dan Lex
Sportiva sebagai asas hukum keolahragaan yang mengedepankan kemandirian
dan independensi dalam penegakan hukum di tubuh olahraga, yang diwakili
oleh instrumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA sebaga federasi sepak bola
tertinggi di dunia dan PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia.

Hubungan antara hukum pidana dan Lex Sportiva yang dapat dikatakan
sebagai hubungan simbiosis mutualisme karena adanya penguatan oleh hukum
pidana, dan menjadikan Kode Disiplin PSSI sebagai perpanjangan tangan dari
Lex Sportiva sebagai cara yang tepat dalam menangani dan menyelesaikan
tindak pidana kekerasan dalam sepak bola di Indonesia.

Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar klub
sepak bola adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di
dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal
keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Sebuah tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan sepak bola tidak
selalu merupakan pelanggaran disiplin. Terdapat batasan-batasan yang
menjadi didasari oleh Legitimates of Sports dimana di dalam konsep
Legitimates of Sports disebutkan bahwa suatu tindak kekerasan masih di
kualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin jika masih mendapatkan
persetujuan dari lawan yang menerima tindakan tersebut. Persutujuan yang
dimaksud masuk dalam budaya permainan sepak bola.

Semua tindakan yang masuk kedalam kategori brutal body contact dan
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borderline violence merupakan pelanggaran disiplin karena merupakan
tindakan-tindakan yang masih dilakukan secara teknis, sedangkan tindakan
kekerasan yang termasuk kedalam quasi criminal violence dan criminal

violence dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan kekerasan yang
dilakukan Agus Rohman tersebut tergolong agai suatu tindak pidana.
Perbuatan yang dilakukan oleh Agus Rohman yang dilakukan saat
pertandingan divisi utama antara Persiraja Banda aceh melawan PSAP Sigli
yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia bukanlah pelanggaran teknis
atau diluar budaya permainan (Criminal Violance).

Komisi disiplin sebagai pihak yang ahli dalam peraturan sepak bola
menegaskan bahwa Agus Rohman sengaja melakukan tendangan tersebut ke
arah Akli. Agus Rohman sendiri dijatuhi sanksi disiplin berupa skorsing 1
tahun dilarang bertanding. Tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman
terhadap Akli secara kronologis serta akibat yang ditimbulkan mengarah pada
tindak pidana karena melanggar unsur-unsur obyektif dari parameter
legitimates of Sports serta melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang
penganiayaan serta pasal 354 ayat (1) dan (3) KUHP tentang dengan sengaja
melakukan penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 70 dalam Statuta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau PSSI
bertentangan dengan KUHP, khususnya pasal 2 yang menegaskan bahwa
setiap orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di Indonesia dapat

dikenakan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Mengingat status PSSI

sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI
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berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2
Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak
memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika
anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan
pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutanya dalam kasus ini, jelas
sangat bertentangan dengan KUHP. Artinya yurisdiksi hukum PSSI tidak
berlaku jika tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya yang dalam hal
ini seorang pemain dalam sebuah pertandingan memenuhi rumusan delik
sebuah tindak pidana. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia,
tetap berhak menjatuhkan sanksi administrative kepada Agus Rohman akibat
tindakannya tersebut, namun Agus Rohman tetap harus di proses secara
hukum pidana, karena tindakannya memenuhi rumusan delik kekerasan.

Terkait dengan kekerasan dalam ranah olahraga khusus nya olahraga sepak
bola, PSSI sebagai anisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di
Indonesia membentuk peraturan yang berfungsi untuk mengawr jalannya
pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan
Manual Liga. raturan Manual liga ini dibuat sebagai upaya dalam menjaga
sportifitas dalam bertanding dan menjaga para pemain dari unsur kekerasan dan
kasar.

Peraturan itu tertuang dalam Komisi displin PSSI tahun 2018, perbuatan yang
berhubungan dengan penganiayaan atau kekerasan dalam pertandingan sepak bola
di atur dalam Pasal 48 yang berbunyi : Pasal 48 Peraturan PSSI Tahun 2018

tentang Kode Displin PSSI Secorang pemain diberi sanksi pengusiran dari
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lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung
sesuai dengan Pasal 15 Kode Disiplin PSSI ini, apabila yang bersangkutan

melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Law of the

Game sebagai berikut:

a

a. Melakukan Pelanggaran serius (serious foul play)

b. Melakukan tindakan kekerasan (violent conduct)

c. Meludahi pemain lawan atau orang lain

d. Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah tim
lawan mencetak gol atau peluang tim lawan mencetak gol (obvious goal-
scoring opportunity) (tidak berlaku bagi penjaga gawang)

Menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah peluang mencetak gol
(obvious goal-scoring opportunity) dengan cara melakukan pelangaran yang

[¢]

menghasilkan tendangan bebas atau tendangan penalti bagi tim lawan

f. Mengucapkan kata dan/atau gerak tubuh yang menghina, melecehkan atau
kasar

g. Mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama

sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini.

. Prinsip-Prinsip Lex Sportiva Dapat Diaplikasikan ke Dalam Pertandingan
Sepak Bola

Kekerasan merupakan tindakan agresi yang dikategorikan dalam
pelanggaran yang termasuk didalamnya (pemukulan, penyiksaan, kekerasan
seksual dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain baik

fisik maupun mental. Kekerasan dapat terjadi pada semua kalangan baik pada

perempuan, anak-anak dan bahkan orang tua. Saat ini semakin banyak
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tindakan kekerasan yang dijumpai pada konteks sosial maupun professional,
perjuangan dalam meraih kemenangan dengan tanpa didasari sikap sportifitas
dapat menyebabkan penderitaan fisik atau emosional terhadap lawan dan
pada akhirnya mengakibatkan tindak kekerasan antar pemain.

Fenomena kekerasan dalam olahraga baik suporter dalam olahraga
sepak bola menjadi topik yang sangat banyak di beritakan dimedia massa dan
bahkan merenggut nyawa suporter. Di Indonesia tindakan kekerasan dalam
olahraga memang masih belum di manajemen dengan baik. Manajemen dapat
dilakukan salah satunya dengan menerapkan aturan yang memberi sanksi
berat terhadap pelaku kekerasan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa
penerapan aturan yang telah di buat tidak tegas sehingga terkadang
menimbulkan konflik baik antar manajemen club, antar pemain, dan bahkan
sampai antar suporter baik dilapangan maupun diluar lapangan. Meskipun
sangat sulit untuk menggambarkan pola sistematis konflik yang terjadi, tetapi
lebih banyak data menunjukkan bahwa aktivitas olahraga yang mengarah ke
tindakan kekerasan yang cukup serius banyak terjadi di Indonesia.

Kekerasan dalam olahraga sebagai bentuk interaksi sosial dapat berupa
kerja sama, persaingan dan pertikaian. Kekerasan dapat terjadi dari proses
pertikaian, pertikaian yang dimaksud adalah usaha untuk menjadi yang
terbaik namun terkadang metode atau cara dalam proses menjadi yang tebaik

terkadang tidak sejalan dengan kelompok lain sehingga terjadi konflik atau

pertikaian yang pada akhirnya terjadi tindakan kekerasan.
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Terkadang bentrokan terjadi antar suporter karena sebagian
menganggap bahwa mendukung tim andalan adalah satu kebanggan dan
apabila kalah akan menjadi aib bagi mereka dan penyebab yang lain bahwa
kekerasan terjadi karena sebagian suporter melakukan judi sehingga apabila
kalah akan menyulut emosi para suporter.

ekcrasan yang terjadi dalam dunia sepak bola pasti menimbulkan
kerugian bagi korban yang mengalaminya. Kerugian bisa berupa rusaknya
sarana prasarana, cedera atau bahkan yang paling mengerikan adalah
hilangnya nyawa manusia. Peristiwa kekerasan semakin sering terjadi
khususnya dalam olahraga sepak bola maupun dibidang lain. Perilaku
kekerasan yang terjadi diberbagai bidang kehidupan manusia khususnya
bidang olahraga dapat disebabkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi.
Suporter marah mungkin disebabkan persaan terhina jika timnya kalah, atau
pemain sengaja mencederai lawannya karena kemenangan adalah segalanya.

Kekerasan dapat didefinisikan bcrapa perilaku yang mengakibatkan
perasaan sakit, kerugian, atau cedera pada diri sendiri atau pada orang lain,
dan akibat perilaku kekerasan adalah adanya korban. Orang-orang yang
berpartisipasi pada sepak bola umumnya setuju bahawa tingkat kesakitan dan
cedera akibat serangan pada tubuh harus ditetapkan sebagai tindakan
kekerasan.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah alasan pemaaf. Bab ketiga dari

buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan
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pidana.2® Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan
alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:*’ Alasan
pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan
hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Syarat
dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yakni:

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana
akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atan idiot yang
didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit
kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama
terus-menerus.

2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang
ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang
dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah
terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (Overmacht)

buatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum,

jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada
kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak
mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (odweer exces), Pasal 51 ayat

(2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Pada cabang olahraga sepak bola, dimungkinkan dilakukannya kontak

X Sudarto, Hukum dan Hiukum Pidana, Alumni, Bandung, 2011, him42
2 R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012, hlm.
249




42

fisik yang bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan. Tindakan inilah
yang oleh sebagian orang yang diklaim sebagai bagian dari cabang olahraga
yang bersangkutan, namun oleh sebagian orang lain diklaim merupakan suatu
tindak pidana, khususnya kejahatan terhadap tubuh berupa tindak pidana
kekerasan *®

Dari sini, bisa dilihat terdapat dua pandangan yang mempengaruhi
penyelesaian sengketa terhadap tindakan kekerasan dalam cabang olahraga
dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum pidana nasional. Pada bagian
ini akan dilihat bagaimana hukum olahraga memfasilitasi penyelesaian
sengketa terhadap dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Beberapa kasus kejadian dugaan tindak pidana kekerasan yang terjadi
dalam suatu pertandingan sepak bola yang terjadi, hampir semuanya
diselesaikan oleh PSSI sendiri melalui keputusan Komisi Disiplin PSSI
(KOMDIS). Akan tetapi terdapat suatu perkara yang terjadi pada tanggal 12
Februari 2009 dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United
dimana majn Persis Nova Zaenal melakukan protes keras terhadap pemain
Gresik Bernard Mamandao yang dalam pertandingan itu tidak melakukan
tindakan fairplay, pada saat itu ada salah satu pemain yang cidera, namun pada
saat itu Bernard Mamandao menendang bola kearah gawang. Sehingga, hal
tersebut memancing pemain lawan untuk protes dan mengakibatkan terjadinya

cekcok dan saling dorong kepada kedua pemain itu. Selanjutnya kedua pemain

tersebut saling memukul Bernard memukul pelipis Nova Zaenal dan Nova

0 Moeljatmo, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 79
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Zaenal memukul perut Bernard.

Dalam perkembangan kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis
tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di
Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama juga dengan vonis yang
dijatuhkan kepada pemain Gresik United Bernard. Majelis Hakim menyatakan
kedua pemain salah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana
penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan dan perkelahian yang kerap terjadi dalam sepak bola
indonesia juga telah diatur oleh PSSI dalam kode disiplin PSSI pada Pasal 47
Kode Disiplin atas terkait pelanggaran disiplin berat terhadap suatu The Law
Of Gamie. Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan
pertandingan (Pasal 47 Kode Disiplin PSSI). Kemudian gsal 50 Kode
Disiplin PSSI tentang bertingkah laku buruk oleh pemain melakukan
perkelahian:

1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi
larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan

2. Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian,
melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian
tidak dijatuhi hukuman.

Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepak
bola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan

pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6

(enam) pertandingan kedepan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas
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terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi
maka tidak akan dijatuhi hukuman oleh wasit.

Beberapa kasus kekerasan pernah terjadi di persepakbolaan Indonesia
dalam kurun waktu 2009-2014, dan berikut kasus dan juga bentuk sanksi yang
diberikan komisi disiplin PSSI dan apakah kekerasan dalam permainan sepak
bola sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, berikut dengan analisa
kasusnya, antara lain:

Kasus perkelahian antara pemain Persis Solo Nova Zaenal dengan
pemain Gresik United Bernard Mamadou Perkelahian antara main Persis
Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou. Keduanya
lantas mendapat sanksi skorsing masing-masing 6 pertandingan. Keduanya
juga divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan
Negeri Surakarta s tuduhan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta 319/Pid.B/2009/ PN .SKA.

Karena telah memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat (1) yaitu tentang jenis

penganiayaan biasa, dalam pasal 351 ayat (1) yang berbunyi, nganiayaan
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan
atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,).
Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan sepak bola bisa
dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari pada kriteria-kriteria
obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) antara apa yang berada

€

dalam norma-norma permainan dan apa yang berada di luar dari ‘roh

permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut maka baru bisa akan
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disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa dikategorikan pidana atau tidak
termasuk, Lex Sportiva sebagai asas hukum dalam dunia olahraga memiliki
otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap
penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Tindakan kekerasan yang
terjadi di dalam pertandingan sepak bola dapat berpotensi agai tindak
pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki
dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional,
dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Penyelesaian kasus tindak pidana dalam permainan sepak bola antara
hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, artinya
hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui
mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip
Lex Specialist Derogat Legi Generalist dalam hukum pidana.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dianggap masih menjadi
wewenang PSSI yang didasarkan pada statutanya. Beberapa pasal bisa
menjadi dasar bilamana unsur pidana lebih dominan. Dalam pelanggaran
sepak bola yang diluar batas wajar permainan sepak bola, sudah memenuhi
unsur dari pasal

penganiayaan, pada Pasal 351 s.d. Pasal 358 KUHP lama yang masih berlaku

serta Pasal 466 s.d. Pasal 471 Undang-undang Nomor | Tahun 2023 yang
mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi

hukum sendiri terkait penyelesaian perkara dalam persepakbolaan di
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Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepak bola
diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI
sebagai badan hukum menolak semua perkara sepak bola diselesaikan di
pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau
tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana
nasional. Kesimpulannya ialah subyek tindak pidana ialah manusia dan
korporasi, dalam hal ini PSSI adalah organisasi yang berbadan hukum. Hukum
pidana harus melihat kasus ini sebagai indikator dalam pengelompokkan
tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga antara mana itu
pelanggaran disiplin dan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.
Tindakan kekerasan suporter juga sangat melekat terhadap karakter daerah
dan maupun karakter dan verbal anggota yang telah menjadi sub kultur dalam
kelompok tersebut sechingga menimbulkan kebenaran yang obyektif sechingga
menganggap identitas yang dibawah oleh orang lain adalah identitas salah dan
berbeda dengan kelompoknya. Perpecahan terjadi sebagai akibat dari
cksploitasi sumber daya budaya, simbolik dan ekonomi pendukung oleh
kelompok suporter. Apa yang berkembang sebagai akibatnya adalah rasa
kepentingan yang berbeda antara para perusuh dan pendukung setia
lainnya. Budaya setempat sangat memiliki peran dalam meredam atau malah
menambah tindak kekerasan yang dilakukan oleh suporter. budaya orang
Makassar yang dikenal dengan ketegasan dan watak yang keras juga
merupakan indicator penunjang potensi terjadinya tindak kekerasan.

Tindakan edukasi tentang pentingnya penegakan aturan dalam lapangan
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dan internalisasi nilai-nilai fair play sangat penting dilakukan baik bagi
pemain maupun kepada penonton atau suporter sebagai cara dalam meredam
tindakan kerasan yang mungkin akan terjadi. Selain itu gerakan edukasi juga
harus digalakkan terhadap komunitas-komunitas pendukung agar dalam
perekrutan anggota dapat lebih diperketat dan diseleksi dalam hal latar
belakang social, pendidikan, riwayat kekerasan dalam keluarga sebagai acuan
perekrutan anggota komunitas suporter karena faktor tersebut memiliki andil
dalam memicu perilaku kekerasan dalam diri seseorang.

Selain itu dalam pencegahan kekerasan dalam olahraga harus dituangkan
dengan tegas dalam bentuk regulasi atau undang-undang dan diterapkan
dengan baik tanpa pandang bulu sehingga dapat memberi efek jera bagi pelaku
kekerasan baik dari pemain maupun suporter, memberi perlindungan hukum
bagi yang menjadi korban dan memberi sangsi bagi pelanggar.

Sebagai contoh Kasus Marcio Souza pemain asing asal Brazil, yang
melakukan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit 11 rnajn
Semen Padang, dihukum skorsing atau tidak boleh bermain di Liga Indonesia
selama satu tahun dan denda karena telah melanggar pasal 61 kode disiplin
PSSI tentang tingkah laku buruk, akibat tingkah laku buruk dengan lakukan
tindakan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. (Dalam
Pertandingan Copa Indonesia: Sriwijaya FC vs Semen Padang, tanggal 16
April 2010).

Dalam kasus penghinaan dalam pertandingan sepak bola antara pemain

dengan wasit sangat tidak dibenarkan, maka dalam kode disiplin PSSI ini
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tergolong dari tingkah laku buruk yang ada di dalam pasal 61 peraturan kode
disiplin PSSI. Jika dikaitkan dengan pidana maka akan merujuk pada pasal
310 tentang penghinaan, akan tetapi dalam bunyi sal 310 ayat (1) yang
berbunyi, Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang
dengan cara menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang
nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp
4.500. Akan tetapi penghinaan dalam hal ini tidak bisa dikaitkan dengan kasus
ini, karena tidak sesuai dengan pasal 310 tentang penghinaan.

Pada kasus ini, tindakan kekerasan dan juga penghinaan yang
dilakukan oleh Marcio sebagai tindakan yang tidak sportif dan juga statusnya
sebagain warga negara asing seharusnya bisa memberikan contoh.
Penganiayaan berupa ceckikan terhadap soorang pengadil lapangan adalah
sesuatu yang tidak dibenarkan, karena asisten wasit selaku bagian dari
pengadil lapangan yang harus di hormati. Dari pemaparan ini dapat dilihat
secara objektif bahwa tindakan cekikan yang dilakukan oleh Marcio Souza
bukan merupakan karakteristik permainan sepak bola. Tindakan cekikan ini
merupakan suatu hal yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepak bola.

Akibat dilakukannya cekikan tersebut, wasit mengalami luka robek pada
pelipis. Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk
melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada tidaknya unsur
kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Dalam kasus di atas, tindakan pukulan yang dilakukan oleh Marcio kepada
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Asissten wasit II jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud
dan tujuan. Mereka mengetahui bahwa tindakan cekikan kepada orang lain
merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap menghendaki
terjadinya akibat atas dilakukan tindakan pukulan tersebut berupa rasa sakit
kepada wasit tersebut.

Disamping itu, tindakan pukulan ini dilakukan saat bola sedang
dimainkan, karena Marcio tidak puas dengan keputusan wasit saat wasit
memberikan keuntungan terhadap tim lawan. dapat diambil kesimpulan bahwa
tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah permainan sepak
bola melainkan dilakukan atas motif pribadi. Berdasarkan analisis ini, dapat
dilihat gdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh penegak
hukum.

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal yang harus
dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum memutuskan memberlakukan
hukum pidana terhadap kasus di atas Hukum pidana memang mengakui hak
profesi olahragawan sebagai dasar penghapus pidana, tetapi jika melihat
tindakan kekerasan pada kasus di atas:

a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan
dilakukannya kekerasan seperti sepak bola, meskipun terdapat
kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari
permainan).

b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana resiko

dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan
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dengan kompetisi amatir karena pemain telah dilatih secara
profesonal dan dianggap memahami peraturan permainan.

¢) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada permainan

sepak bola.

d) Dilakukan atas dasar kesengajaan

e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa luka memar dan

luka lecet.

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya tindakan
kekerasan tersebut schingga unsur-unsur melawan hukum dari
tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dianggap masih menjadi
wewenang PSSI yang didasarkan pada statutanya. Beberapa pasal bisa
menjadi dasar bilamana unsur pidana lebih dominan. Dalam pelanggaran
sepak bola yang diluar batas wajar permainan sepak bola, sudah memenuhi
unsur dari pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan juga pasal 359 KUHP
tentang kealpaan. Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI
memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara dalam
persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara
dalam sepak bola diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika
kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepak bola

diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua
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kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang
hukum pidana nasional. Hukum pidana harus melihat kasus ini sebagai
indikator dalam pengelompokkan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan
olahraga antara mana itu pelanggaran disiplin dan mana yang sudah

memenuhi unsur tindak pidana.




BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam sepak
bola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme yang diatur di
dalam Kode Etik Disiplin PSSI. Pasal 15 Kode Disiplin PSSI, apabila para
pemain melakukan Pelanggaran serius (serious foul play) atau pelanggaran
disiplin berat, melakukan tindakan kekerasan (violent conduct), sebagaimana
dimaksud dalam law of the game, cri sanksi pengusiran dari lapangan
permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung
sebagaimana Pasal 48 komisi disiplin PSSI tahun 2018 berbunyi: ()rang
pemain diberi sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan Kkartu
merah ketika pertandingan sedang berlangsung. Apabila para pemain
melakukan pelanggaran tidak berat dalam pertandingan sebagaimana
dimaksud dalam law of game diberi sanksi kartu kuning atau peringatan
bagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Kode Disiplin PSSI.

Apabila para pemain melakukan kekerasan diluar Law of the game maka
dikenakan Pasal kekerasan yang tur dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.yang berbunyi: 1.
Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan

dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

79
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda
paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta. 2. Jika kekerasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang
atau mengakibatkan luka, dipidana ngan pidana penjara paling lama 7
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.

Segala peristiwa yang terjadi pada pertandingan sepak bola merupakan
kewenangan mutlak PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia dalam
otoritas hukumnya, dalam hal ini terdapat asas Lex Sportiva  sebagai
otoritas hukum yang tepat. Sepanjang 2 x 45 menit pertandingan yang
memiliki kekuasan penuh dan yang mengadili adalah wasit sebagai
pengadil tertinggi dilapangan yang kemudian ditindak-lanjuti oleh komisi
disiplin sebagai penjatuhan hukuman lanjutan terhadap pelaku kekerasan
dalam sepak bola. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang
Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa setiap olahragawan patuh
dan tunduk terhadap induk dari cabang olahraga yang diikuti, dengan
demikian PSSl sebagai induk tertinggi dalam organisasi sepak bola
nasional berhak dan wajib menyelesaikan segala perkara yang terjadi
dalam pertandingan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan di atas apabila
seorang permain melakukan kekerasan dalam pertandingan, ketentuan Lex
Sportiva dapat berlaku alasan pemaaf sebagai penghapusan kesalahan atas
perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut

tidak dapat dipidana akan tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan

sehingga dikenakan sanksi disiplin sebagaiman diatur dalam statute PSSI.
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B. Saran

1.

Agar semua pemain sepak bola terlindung secara hukum, khusus pemain
lebih memerhatikan peraturan-peraturan yang di buat oleh PSSI seperti
Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, dan Kode Etik Fair Play yang mengacu
pada Satuta FIFA dengan tidak mencampurkan yang mana tindak pidana
kekerasan yang terjadi didalam proses pertandingan sepak bola, dan
menjabarkan secara jelas bagaimana penerapan yang dilakukan oleh asas
Lex Sportiva apabila terjadi penuntutan terhadap kasus tindak pidana
kekerasan ini.

PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia harus memperhatikan
bahwa kekerasan yang terjadi dalam olahraga sepak bola tidak semuanya
merupakan pelanggaran teknis, terdapat batasan-batasan yang menjadi
indikator suatu tindak kekerasan masih merupakan pelanggaran disiplin
yang menjadi wewenang PSSI, atau sudah masuk kedalam kategori tindak
pidana yang menjadi wewenang kepolisian serta hukum pidana nasional.
Artinya PSSI tidak secara absolut berwenang mengadili semua kasus
kekerasan yang terjadi didalam pertandingan sepak bola nasional di
Indonesia. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang
tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan tetapan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor
J.A5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret
1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan

hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya
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melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan
jika PSSI tetap menjalankan statutanya dalam kasus ini, jelas sangat

bertentangan dengan KUHP.
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